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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEXRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

T(EPUTUSAIT GUBER'ITUR NUSA TENGGARA TIMUR
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TENTANG

KELoMPoKKERJAPEI.IYUSUNKAJIANLINGKUNGANHIDUPSTRATEGIS
RENCANATATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

KAWASANMAURoLE_MAGEPANDAPRoVINSINUSATENGGARATIMUR

GUBEruCUR IYUSA TEIY(X}ARA TIUIIR,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunar
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang
Kaiwasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda,
terdapat tahap yang harus dilakukan yaitu pengolahan
data dan anaflsii data yang salah satu kegiatannya adalah
pen)rusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

b. bahwa dalam rang]<a kelancaran penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusun Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Icmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'
Tambahan l*tnbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tam.bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2O16 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1873);
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Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan

Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur'

T\rgas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah bertanggungjawab atas penyusunan

dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata

Ruang Ikwasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-

Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Dikhrm KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I KePutusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Diktu; xrjseru dibantu oleh Tenaga Ahli
J.t gtrr susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keiutusan ini aiUetantan pada Dokumen- Pelaksanaan

en'ggaran Satuan Kerja Perangkat Daeral (DPA-SKPD) Dinas

Linfkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2O2O.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2O2O sampat dengan 31 Desember 2O2O'

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal lt lzb' -a; 2020
a.n. GUBERNUR NUSA TENGCARATIMUR

ISEKRETwSDAF]R H,//-t/:/
\

PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Kepa.la Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;

4. Kepa.la Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;

5. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.
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Rlncian Tugas

M.*Crfk"" Pengarahan secara

\rmum terkait Pelaksanaan tugas

- 

valiciasiMengajukan Perrnononi
;;d; tertulis kePada . 

Menten

li"nt""g"tt HiduP dan Kehutanan

,r.tirk mendaPat PerserLtJuan

Pembina$ffid"-- Daerah
Provinsi Nusa Tenggara
Timur

keeiatan Penyusunan naJrart

iirigf.,,r"g"tt HiduP Strategts

natt"atoa fatu Ruang Kawasan

Strategis Provinsi Kawasan

frlensooAinasikan secara umum
r,oci,;tqtr Denvusunan KajianK"p")" Dinas

ktrfix-tr#*::'$ffi

"."fri..t"* Kajian Lingkungan

hidup Strategis Kawasan Tttl:i;;' il;; strategis Provinsi

iffi c.*d=fr a-dk"1.-..k"q:gWakil KetuaGFa6-oinas Pekerjaan
Umum dan Perumanan
Rakyat Provinsi NTT

i6dFt"""tk"" Pelaksanaan

""i"i.""i dan konsultasi KLHS

Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategrs Provinsi Kawasan

vr^uroT"-rvrug"P"tta. kePada

Menteri Lingkungan HiduP dan

Kehutanan dalam rangKa

mempetotett persetujuan Validasi

Sekretaris6"f" Bidang Penataan
dan Pemanfaatan Pada
Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Provinsi NT'l

-- :: :: danMengoordtnasrxan
merrimuskan Penyusunan KLHS

Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Provinsi Kawasan

Maurole-MagePanda

AnggotaKepda Bidang Penataan
Ruang Pada Dinas
Peked-aan Umum dan
Perumahan RakYat

Anggota
Pemanfaatan Ruang
pada Dinas Pekerjaan
U-t- dan Perumahan

fasie. Perencanaan dan

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PET.IYUSUN

KAJIAN ;INCTUIICNN HIDU-P-STRATEGIS

RENcANA rArA il;G'K"t;As4\llStrEGIS PRovINSI

KAwAsAN MAURoLE-M;;;;;ll-oli' i'nbvrrusl NUsA TENGGARA rIMUR

KelomPok Kerja'

Ketua



9. Kasie. Tata Lingkungan
dan Kehutanan Pada
Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTT

Anggota

publik; 
I

c. membuat dan melaksanakan 
I

KLHS melalui mekanisme i

sebagaimana dimaksud dalam 
I

Pasal 13 Peraturan Menteri 
I

Lingkungan HiduP d* 
I

Kehutanan Nomor 69 Tahun I

a. menyusun kerangka acuan
kerja;

b. melaksanakan konsultasi

2OlTtentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan HiduP Strategis;

d.melaksanakan Pengintegrasian
hasil KLHS ke dalam Kebliakan'
Rencana dan / atau Program;

e. melaksanakan Penjaminan
kualitas KLHS; dan

f. melaksanakan
pendokumentasian KLHS.

10. Kasie. Pengaturan dan
Pembinaan Penataan
Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Provinsi NT'I

Anggota

tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan HiduP Strategis;

d.melaksanakan Pengintegrasian
hasil KLHS ke dalam Kebijakan'
Rencana dan/ atau Program;

e- melalsanakan Penjaminan
kualitas KLHS; dan

f. melaksanakan
pendokumentasian KLHS.

a- menyusun kerangka acuan
kerja;

b. melaksanakan konsultasi publik;
c. membuat dan melaksanakan

KLHS melalui mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Peraturan Menteri
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan Nomor 69 Tahun
2Ol7 tentang Pelaksanaan
Perat\ran Pemerintah RePublik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2016

11. Rosalia F. Aldona, S.Si/
Staf pada Dinas
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan Provinsi Nfi

Anggota

t2. Jaqouline E. Z. Rihi,
S.Pi/ Staf Pada Dinas
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan Provinsi NTT

Anggota

13. Kornelia B. Ndeku, ST/
Staf pada Dinas
Lingkungan HiduP dan
Kehutanan Provinsi NTT

Anggota

74. Marina I. Bhato, ST/
Staf pada Dinas
Pekerjaan Umum dan
Perumahan RaIcYat
Provinsi NT'I

Angota

15. Silvester Ndaparoka/
Yayasan Care Peduli-
Kupang

Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NIP. 19620524 198903 1014
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SUSUNAN TENAGA AHLI PET{YUSUN
KA"TIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

KAWASANMAURoLE-MAGEPANDAPRoVTNSINUSATENGGARATIMUR

I{o I{AIIA/JABATAN KEDI'DUT(AN
DALIIM TIM

T'RAIAN TUGAS

l. Ardiyanto Maksimilianus
Gai, ST, M.Si/ Ahli
Pengelolaan Sumber DaYa
Linekunean

Ketua a- m.ngia.ntitit<""i isu-isu 
I

lingkungan, isu-isu sosial l

budaya, dan isu-isu 
I

ekonomi; I

b. melakukan Pengkajian I

pengaruh indikasi Program I

prioritas dalam rancangan 
I

KRP;
c. melakukan Perumusan

alternatif Penyempurnaarl
KRP melalui tahaP
identifikasi langkah-
langkah mitigasi/ adaPtasi;
dan

d. melakukan integrasi hasil
rekomendasi KLHS ke
dalam KRP.

2. Dr. tr. agustina Nurul
Hidayati, MT/ Ahli
Perencanaan WilaYah dan
Kota

Anggota

? SyafrirU atim, S. Sos, M-Si/
Ahli Sosiologi-

Anggota

4. Drs. Banbang Takri
Subarkah, M.Si/ Ahli
Ekonomi Perqbgngl4gn--

Anggota

5. frini ll. trn Paaama, ST, MT/
Ahli Geodesi

Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

trSEKREr++IS DAERAH/r
/ 

-tl/ 
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PEMBINA UTAMA
19620524 198903 1 014NIP.


